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Latar Belakang Pengadilan HAM  

Di Indonesia 

 Laporan Komisi Penyidik Pelanggaran (KPP) Hak Asasi Manusia untuk 

Timor Timur telah terjadi beberapa pelanggaran berat hak asasi manusia di 

antaranya adalah pembunuhan massal, penyiksaan dan penganiayaan, 

penghilangan paksa, kekerasan berbasis gender, pemindahan penduduk 

secara paksa dan pembumihangusan. 

 Dewan Keamanan PBB (DK PBB) kemudian mengeluarkan Resolusi 

Nomor 1264 Tahun 1999 yang isinya mengecam pelanggaran berat hak 

asasi manusia yang terjadi pasca jajak pendapat di Timor-Timur, 

penyerangan terhadap personil kemanusiaan nasional dan internasional, 

dan menderitanya rakyat sipil akibat pemindahan paksa secara besar-

besaran.  

 Oleh karena itu DK PBB meminta para pelaku pelanggaran berat hak asasi 

manusia tersebut mempertanggungjawabkan tindakannya di muka 

pengadilan 



Latar Belakang Pengadilan HAM  

Di Indonesia 

 Menyikapi Resolusi DK PBB tersebut yang merupakan bentuk desakan 

dunia internasional dan demi untuk melindungi kepentingan nasional yang 

lebih besar lagi, Pemerintah Indonesia akhirnya setuju untuk membentuk 

Pengadilan Hak Asasi Manusia dengan mengundangkan Undang-Undang 

Nomor 26 Tahun 2000 tanggal 23 Nopember 2000 tentang Pengadilan Hak 

Asasi Manusia sebagai pengganti PERPU Nomor 1 Tahun 1999 tentang 

Pengadilan Hak Asasi Manusia karena PERPU ini oleh DPR dianggap tidak 

memadai sehingga tidak disetujui sebagai undang-undang. 

  Pendirian Pengadilan Hak Asasi Manusia ini merupakan pelaksanaan dari 

Pasal 104 paragrap (1) Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang 

Hak Asasi Manusia. 



Pengadilan HAM  

Menurut UU 26/2000 

Pengadilan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Pengadilan HAM 

adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang 

berat 

Kedudukan 
Pasal 2 

Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang 

berada di lingkungan Peradilan Umum 



Tempat Kedudukan 
Pasal 3 

(1) Pengadilan HAM berkedudukan di daerah 

kabupaten atau daerah kota yang daerah 

hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan 

Negeri yang bersangkutan. 

(2) Untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 

Pengadilan HAM berkedudukan di setiap 

wilayah Pengadilan Negeri yang bersangkutan. 

LINGKUP KEWENANGAN 
Pasal 4 

Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa 

dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia 

yang berat. 

Pasal 5 

Pengadilan HAM berwenang juga memeriksa dan 

memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang 

berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara 

Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia. 

Pasal 6 

Pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan 

memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang 

berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur di 

bawah 18 (delapan belas) tahun pada saat kejahatan 

dilakukan. 



Pasal 7 

Pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi: 

a. kejahatan genosida; 

b. kejahatan terhadap kemanusiaan. 

Pasal 8 

Kejahatan genosida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah setiap perbuatan yang 

dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok 

bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara: 

a. membunuh anggota kelompok; 

b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok; 

c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik 

seluruh atau sebagiannya; 

d. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau 

e. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. 



Pasal 9 

Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu 

perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang 

diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa: 

a. pembunuhan; 

b. pemusnahan; 

c. perbudakan; 

d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa; 

e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang 

melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional; 

f. penyiksaan; 

g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau 

sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara; 

h. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari 

i. persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain 

yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional; 

j. penghilangan orang secara paksa; atau 

k. kejahatan apartheid. 
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